
Menimbang : a,

Mengingat : 1.

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOTOR 18 TAHUN 2OIt

TEI{TANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kepada

masyarakat dalam perggunaan fasilitas Pelayanan pasar maka diperlukan

biaya untuk menunjang kepentingan dan kemanfaatan umum;

bahrya derEan berlakunya UndangrUndang Nomor 28 Tahun 20Og tentarE

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 200'l Nomor 6/8 Seri B) p€rlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud dalam hurr, a dan

hu]r,f b perlu mernbenfuk Peraturan Deerah tentarE Refibusi Pdayanan

PesaI

Pasal 18 ayai (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945;

UndangFurdang Nomor 12 Tahun 1950 tentarB Pembentukan DaeraEd*rah
Kabupaten dalam Lingkurpan Proflnsi Jawa Timur sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran N€gara Ropublik

lndbnesia Nomor 2730);

Undang-UndarB Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ltlegara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

lGgara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2(x)4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepuHik lndonesb Tahun 2(XX |.lomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesie Nomor 4437)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2q)8 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2@8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nornor 4@4);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5(Xg);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lombaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O5 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2@5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855) ;

'10. Peraturan Pemerintah l{omor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);

11. Peraturan lt/hnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarg Pedornan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah boberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2fl)0 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Seri D Nomor 10/D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 201'l tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 91);
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Dengan Persetujuan Elersama

OEWAN PERWAKIISN RAKYAT DAEMH IGBUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

/\. 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

5. lnstansi Pemungut Retribusi Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang

selanjutnya disebut Dispenda Kabupaten Kediri.

6. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas

penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelaiaran, los, bango, warung, kios, mck dan /
atau tempat-tempat lain di pasar yang dipergunakan pedagang.

7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas b€ntuk bangunan lainnya yang

dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk @agang.
8. Tempat Pemberhentian adalah tempat berfientinya kendaraan di dalam / diluar halaman Pasar

Daerah yang dipergunakan untuk bongkar muat barang dagangan.

9. Los Pasar adalah bangunan tetap di dalam pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dalam

memsnjang tanpa dilengkafl dengan dinding, sebagai tempat untuk berjualan.

10. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap den dipisahkan satu dengan lainnya oleh

dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit yang dipergunakan untuk usaha

berjualan.

11. Warung adalah bangunan di lingkungan pasar yang beratap yang diFtsahkan satu dengan yang

lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit - langit yang khusus

dipergunakan untuk usaha berjualan makanan dan atau minuman.

12. Tempat dasar adalah ruangan - ruangan dalam los pasar, bango dan atau tempat - tempat

lainnya di pcar yang dapat dipergunakan oleh pedagarE atau pengusaha untuk memperagakan

atau menawarkan dqangan atau usahanya.

13. Temak adalah lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba, ayam, itik, angsa dan sejenisnya-

'14. Pegawai Pasar adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri yang ditugaskan di pasar.
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15. Penjual adalah orang atau badan yang mengadakan usaha berjualan di Pasar.

'16. Penjaja adalah penjual yang menawarkan barang dagangannya tidak secara menetap pada

suatu tempat di Pasar.

17. Pemakai adalah orang atau badan yang menempati suafu tempat tertenfu di dalam pasar untuk

berjualan atau memperagakan barang dagangan atau usahanya.

18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Persero Terbatas, Persero Komanditer,

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi diwalibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong

retribusi tertentu.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek

retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegidan penagihan retribusi

kepada Wajib Retribusi seria pengawasan penye(orarnya.

21.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan obh Kepala

Daerah untuk menampung seluruh penerim aan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti p,embayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala D*rah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan

yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Dsrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembeyaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selaniutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan

tagihan retrih.rsi dan / atau saril(si administrasi berupa burBa dan / atau derda.

26.lnsentif Pemurgutan Retribusi yang selanjutnya disebtrt lnsentif adalah tambahan penghasilan

yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan

Retribusi.

27. Pemeriksaan adalah s€rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumprlkan dan mengolah data

dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan keuaajiban

retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan deh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjuhya disebut Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah yang terjadi seria menemukan tersangkanya.
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BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal

(1) Pemakaian kios, warung, atau los dalam lingkurgan Pasar Daerah hanya disediakan

untuk penjual yang menetap.

(2) Setiap pemakaian kios, warung, atau los sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diwaiibkan mendapat izin tedebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) diajukan secara tertulis kepada

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya

sebesar 30 (tiga Puluh) kali jumlah retribusi yang telah ditetapkan untuk setiap hari-

(5) Tata cata Wmohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Setiap pedagang yang belum mendapatkan dan belum memperoleh tempat dipasar

sepanjang dimungkinkan dapat membangun sendiri kaos, warung dan los setelah

mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Bangunan kios, warung, dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaniutnya

berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan

Oaerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap penyediaan fasilitas

Pasar.

Pasal 5

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar

tradisionausederhana, berupa pelataran, los, warung, kios dan mck yang dikelola

Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan

fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, warung, kios dan mck yarE dikelola Pemerintah

Daerah.
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BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan komoditas yang dijual, luas tempat usaha, jenis

dan jumlah fasititas, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar

tradisionaysederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal I
(1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif Retribusi

Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa pelayanan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efekivitas penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar

tradisional/sederhana.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliBni biaya operasional, biaya

pemeliharaan dan biaya modal.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi clitinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Perafuran Kepala Daerah.

BAB VII

PASAR DAERAH

Pasal I'l
Pasar Daerah berdasaftan fasilitas bangunan dan lokasi pesar dibedakan menjadi :

a. pasar Kelas I meliputi :

1. Pasar Pamenang ;

2. Pasar Sayur Pare ;

3. Pasar Kandangan ;

4. Pasar Gringging ; dan

5. Pasar Wates.
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b. pasar Kelas ll meliputi :

1. Pasar Gurah ;

2. Pasar Ngadiluwih ;

3. Pasar Kras ;

4. Pasar Parc; dan

5. Pasar Banyakan.

c. pasar Kelas lll meliputi :

1. Pasar Bendo;

2. Pasar Mojo ;dan

3. Pasar Papar.

Pasal 12
Fasilitas barpunan sebagaimana dimaksr.ld dahm Pasal 8 yarp merupakan IttCK dalam

pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah daerah-

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.

(2) Pembayaran Retibusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasat 16

(1) Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.

(2) Dalam hal tempat pembayaran retribusi yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh

Kepala Daerah, hasil pembayaran retribusi disetor secara bnJto ke Kas Umum Daerah dalam

jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
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Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penagihan

Pasal 18

(1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah targgal jatuh tempo pembayaran retribusi terutarE,

Kepala Daerah atau pjabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran

atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang

terutang.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja selelah tanggal diterimanya surat perir€atan atau

surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang

terutang.

(3) Apabila dalem jangka waktu 7 (tujuh) hari keria Retribusi yang terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, retribusi teniang ditagih dengan Surat T4ihan
Retribusi Daerah (STRD).

(4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat

yang dituniuk.

(5) Hasil penagihan retribusi yang terutarp disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam

jangka waktu 1x24 jam pada setiap hari kerja.

BAB XI

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD berupa karcis atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu

3 (toa) tahun tefiitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Piutang retribusi yang tidak mungkin dilagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwasa dapat dihapuskan.

(3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGUMNGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(l) Kepala Daerah dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal -
hal tertentu atas pokok rekibusi danl atau sanksinya.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

melihat kemampuan Wajib retribusi.

(3) Pembebasan rehibusi sebagaimana dimaksud peda ayat (1) diberikan dengan melihat

obyek retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal22
(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pe ncapaian kineie tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkurBan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku .

(2) Wewenang Penyidik se@aimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan merpumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bklang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatantatatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
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e. rnelakukan penggeHahan untuk mendapdkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

ptdana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas

orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf e ;

h. memotret seseoang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. me,akukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku-

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal24

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dad

retribusi yarE ten tang atau kurang dibayar dan ditagih dengan merEgunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi tenitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.

BAB XVII
KETENTUAN PIDAM

Pasal 25
(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi teMang yaBg tirak atau kurarg dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BABXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal2T

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor

22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001

Nomor 6/9 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ftd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 2A - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN KEDIRI,

ttrl

SUPOYO

LEI$BARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O1I NOI{OR t8



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOiIOR IE TAHUN 2OII

TENTANG

RETRIBUS! PEI.AYANAN PASAR

I, UMUM

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu

mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Pasar yang diletapkan

dalam Peraturan Oaerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 'l

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ' Penjual yang Menetap ' adalah Penjual yang tempat

penjualannya tidak berpindah-pindah.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan " lzin " adalah dalam bentuk Surat lzin yang memuat antara

lain kcwaiiban dan larangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7

Cukup jelas

Pasal I
Cukup jelas

Pasat I
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup ielas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup ielas
Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal '19

Cut<uP jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

CukuP jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal 23

CukuP jelas

Pasal24

Cukup jelas

Pasal 25

CukuP jelas

Pasal 26

Cukup jelas

2



Pasal2T

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
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LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL :28 - 12 -20't1

STRUKTUR DAN BESARNYATARIP RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. TEMPATUSAHA:

No JENIS PELAYANAN
BESARNYA TARI Uq!tRp)

PASAR KLAS PASAR KLAS
I I ilt I t

DALAM LOS LUAR LOS

t. TEMPAT BERJUALAN DI PASAR TIAP.TIAP
METER PERSEGI PER HARI:
a. Kain, pakaian, barang-barang palen, dan obat-

obafan
300 250 200 250 '175 150

b. Bahan pracanqan 300 250 225 250 200 150

c. Emas 1000 1000 700 1000 1000 600
d. Padi. oabah. Doloa/iio. dan oolo oendem 350 300 250 275 250 200
e. Alat-alat rumah tanqqa. abrak, dan bkar 300 250 200 200 't75 175
f. Buah-buahan, sayur-sayuran, tembakau, dan

bunoa
350 300 250 275 250 200

g. Perkakas rumah tanqqa (pintu dan lainnya) 300 300 200 250 175 150
h. Bahan bangunan (paku, cat, kawat, engsel,

slot)
300 200 200 200 175 150

I Barang-berang rongsokan/rombeng 300 200 150 200 150 150

I Usaha pertJkanqan 300 250 200 200 175 150
k. lkan (air laut dan air tawar) 350 300 250 300 250 200
t. Makanan 350 300 250 300 250 200
m. Varung makanan/minuman 350 300 250 300 250 225
n. Lh dari tanah 250 200 175 200 150 150
o. Pedagang sepeda 275 250 200 350 300 200

. PENJAJA UNTUK TIAP-TIAP USAHA PER HARI:
a. Usaha besar (termasuk kain, pakaian, obaf

obdan dan sejenisnya) yang diangkut dengan
kendaraan bermotor

1550 1300 1050 1300 1050 1050

b. Usaha sedang (termasuk polowijo, polo
pend6m, sayuran, kue-kue, buah{uahan dan
sejenisnya) yang diangkut dengan kendaraan
bermotor

1300 1050 1050 1050 800 800

c. Usaha kecil (temasuk makanan, kue-kue,
buah-buahan, sayuran dan sejenisnya) yang
dianokut denoan kendaraan bermotor

800 550 550 550 550 550

t. PEMAKAIAN MEJA DAGING (UNTUK TIAP-TIAP
OMNG) PER HARI :

a. Dalam temDat oeniuahn daoinq 3000 2800 2800 0 0 n

Diluar tempat penjualan daoing 2750 2500 2500 2500

tv. UNTUK TERNAK TIAP.TIAP EKOR PER
PASARAN:
a. Temak Besar :

Kerbau, Lembu fang tingginya kurang dari '1

(satu) meter
0 0 0 12@ 1m0 850

b. fernak Besar :

Kerbau, Lembu yang tingginya lebih dari 1

(satu) meter
0 0 0 1500 1400 '1300

c Temak Kecil :

l. Kambinq dan Domba 0 0 0 750 500 500
2. Ayam, itik. anqsa dan seienisnva :

a) 1 ekor sampai dengan 5 ekor 0 0 0 500 500 500
b) 6 ekor samDai denoan 10 ekor 0 0 0 800 800 800
c) 11 ekor sampai d€ngan 15 ekor 0 0 U 1500 1500 1500
d) 16 ekor ke atras 0 0 0 2000 2000 2000
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No JENIS PELAYANAN
PASAR KLAS PASAR KLAS

I ll t I flr

DALAM LOS LUAR LOS

PEMANFMTAN LAHAN UNTUK PENITIPAN
KENDARAAN.
a. Setiap tempat penitipan sepeda di dalam pasar

oer M2

500 500 500 400 400 400

b. Setiap tempat penitipan sepeda motor di dalam
oaser Der M"

800 800 800 700 700 700

vl. PEMANFAATAN LAHAN BONGKAR MUAT
BARANG DAGANGAN:
a. Sep6da mesuk pasar 0 0 o 300 300 300
b. Seoeda motor masuk oasar 0 0 500 500 500
c. Pick UD masuk Dasar 0 0 1500 1500 1500
d. Truk masuk pasar 0 0 0 2500 2500
e. MCK:

- Mandi 0 0 0 1500 1500 1500
- Buanq air n 0 0 1000 1000 1000

B,TEMPAT PENYIMPANAN

No JENIS PELAYANAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Ro)

PASAR KLAS PASAR KTAS
lt t t

DALAM LOS LUAR LOS

t. PEMANFMTAN LAHAN UNTUK TEMPAT
MENYIMPAN BARANG DAGANGAN DAN
PERAI.ATAN USAHANYA PER METER PERSEGI
PER HARI :

a. Kain, pakaian, barang-barang palen, dan obat-
obatan

150 125 100 125 100 75

b Bahan pracangan 150 125 100 125 100 75
c. Emas 500 500 350 500 500 300
d. Padi, gabah, polowiio, dan polo pefldem 1 150 125 150 125 100
e. Alat-alat rumah tanoga, abrak, dan tikar 150 125 100 100 75 75
f. Buah-buahan, sayur-sayuran, tembakau, dan

bunoa
175 150 125 125 100 75

q. Perkakas rumah tanoqa (pinfu dan lainnya) 150 150 100 125 175 150
h. Bahan bangunan (paku, cat, kawat, engsel,

slot)
150 100 100 100 75 75

I Baranq-barang rongsokan/rombenq 150 100 75 100 75 75
I Usaha oertukanoan 150 '125 100 100 75 75
k. lkan (air laut dan air tawar) 175 150 125 150 125 100
t. Makanan 175 150 '125 150 125 100
m. Waruno makanan/minuman 350 300 250 300 225
n. Grabah dari tanah 250 200 175 200 150 150
o_ Ped@anq sepeda 150 125 100 150 125 100

[. PENJAJA UNTUK TIAP-TIAP USAHA PER HARI:
a. Usaha besar (termasuk kain, pakaian, obat-

obatan dan sejenisnya) yang diangkut dengan
kendaraan bermotor

750 650 525 650 525 525

b. Usaha sedang (terr6uk polowiF, pob
pendem, sayuran, kue*ue, buah+uahan dan
seienisnya) yang diangkut dengan kendaraan
bermotor

650 525 525 525 400 400

c- Usaha kecil (termasuk makanan, kue-kue,
buah-buahan, sayuran dan sejenisnye) yeng
dianokut denoan kendaraan bermotor

400 275 27s 275 275 275
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Salinan sesuai dengan aslinya

il. PEMAKAIAN MEJA DAGING (UNTUK TIAP-TIAP
OMNG) PER HARI :

a. am tempat peniualan daqinq 1400
1250

1400 0 0 0
b. uar tempat Deniualan daqinq 1 1250 1250

BUPAN KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

a.n. BUPATI KEDIRI
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